
 

  

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pengucapan Putusan Pengujian KUHAP 
 

Jakarta, 14 Desember 2021 – Mahkamah Konstitusi (MK) akan menggelar sidang Pengujian materiil Pasal 

77 huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (UU 8/1981) terhadap UUD 

1945 pada Rabu (15/12), pukul 10.00 WIB dengan agenda Pengucapan Putusan. Permohonan yang 

teregistrasi dengan nomor perkara 53/PUU-XIX/2021 ini diajukan oleh Anita Natalia Manafe, S.H. Pemohon 

menguji materiil sebagai berikut. 

Pasal 77 huruf a UU 8/1981 

“Pengadilan negeri berwenang untuk memeriksa dan memutus, sesuai dengan ketentuan yang 

diatur dalam undang-undang ini tentang : 

a. sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian 

penuntutan;” 

Dalam Permohonannya Pemohon mengajukan keberatan atas penghentian penyelidikan karena adanya 

dugaan pelanggaran hukum formil. Salah satunya adalah penyidik pada Polda Metro Jaya yang menolak 

memeriksa saksi yang diajukan oleh Pemohon, penyidik mengabaikan dengan tidak mau memeriksa saksi 

kunci, sehingga Pemohon merasa adanya tindakan kesewenangan dari penyelidik Polri. Padahal dalam 

penyelidikan tugas penyelidik adalah mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga memiliki unsur 

pidana, guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan. Dengan tidak dilakukan pemeriksaan 

terhadap saksi kunci, maka dugaan kuat penyelidikan tidak dilakukan sesuai syarat formil dan Pemohon 

tidak mendapatkan kepastian hukum yang adil karena adanya kesewenangan penyelidik. 

dalam Petitumnya, Pemohon Meminta Mahkamah menyatakan Pasal 77 huruf a UU 8/1981 tidak mempunyai 

kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai, “sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, 

penghentian penyelidikan atau penyidikan atau penghentian penuntutan atau penetapan tersangka.” ( MHM) 

Tentang Mahkamah Konstitusi 
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